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PERNYATAAN SIKAP MASTEL 2002

I. Dalam kurun waktu satu tahun terakhir Mastel telah mengamati berbagai faktor umum yang mempengaruhi perkembangan telematika nasional  dengan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

A. Global.

1. Kondisi ekonomi nasional sejak krisis moneter dan ekonomi menimpa dunia dan Asia pada khususnya mengalamai penurunan yang selanjutnya menyebabkan daya beli masyarakat menurun pula. Perekonomian dunia yang sedang mengalami resesi menyebabkan terbatasnya dana untuk investasi di negara berkembang  termasuk Indonesia.

2. Liberalisasi perdagangan barang dan jasa akan terus berlangsung melalui AFTA 2003 dan putaran lanjutan WTO yang tampaknya sudah mulai dipersiapkan.

3. Proses konvergensi semakin berkembang cepat, dimana industri-indusri telematika di negara-negara maju akan memperkenalkan berbagai jasa multimedia yang  terkonvergensi dalam layanan telepon tetap, telepon bergerak  (seluler), radio dan televisi melalui kabel dan satelit. 

4. Kecenderungan / trend  yang terjadi diseluruh dunia dalam memanfaatkan jasa pelayanan telematika (antara lain karena perkembangan teknologi telematika yang begitu cepat), yang diperkenalkan oleh industri di negara-negara maju dengan sangat cepat menyebabkan Indonesia sukar atau bahkan tidak dapat  melepaskan diri /mengabaikan  trend tersebut.

B. Domestik.

1. Krisis dibidang politik, sosial dan ekonomi dalam negeri yang belum teratasi menyebabkan minat investor belum tampak, terutama disektor-sektor produksi, sebagaimana yang diharapkan dan ditunggu masyarakat

2. Keamanan nasional yang belum stabil khususnya adanya pergolakan di daerah dan meningkatnya kriminilitas telah secara timbal-balik menghambat kegiatan sosial ekonomi  termasuk  datangnya investor luar negeri ke Indonesia. Pendapatan perkapita yang anjlok akibat krisis ekonomi yang berkepanjangan masih belum berhasil ditingkatkan kembali, begitu pula perkiraan untuk tahun 2002.
3. Perundang-undangan nasional tentang kewenangan daerah otonom yang tidak serasi dengan sifat dan keperluan khusus telematika,   menyebabkan ditetapkannya berbagai  Perda, perijinan serta ketetapan lain oleh daerah otonom yang menimbulkan permasalahan bagi regulator ataupun operator telematika   tanpa konsep dan tindakan penyelesaian yang jelas.

4. Perundang-undangan telematika termasuk aturan pelaksanaannya belum lengkap, rinci atau rancu serta tidak adanya Regulasi Mandiri menambah keengganan berinvestasi di Indonesia.   

5. Krisis ekonomi juga menyebabkan industri perangkat keras telematika sampai saat ini masih jauh dari harapan untuk dapat berperan secara signifikan. Hal ini diperburuk dengan keadaan ekonomi yang semakin terpuruk. Sedangkan untuk industri perangkat lunak dilaporkan masih ada beberapa kemajuan.

II. Dengan  faktor-faktor global dan domestik yang mempengaruhi perkembangan telematika nasional  seperti tersebut dalam butir I maka kondisi telematika nasional selama tahun 2001 dapat digambarkan lebih rinci sebagai berikut;

A.  Masih terdapat permintaan atas sambungan telepon yang tidak terlayani di kota-kota besar dan daerah-daerah non-urban yang belum terjangkau layanan telepon yang  sebenarnya memiliki potensi / prospek ekonomi cukup tinggi. Berhadapan dengan itu, tidak terjadi investasi di bidang telekomunikasi secara besar-besaran, kecuali investasi di bidang telepon selular yang relatif cukup besar.

B.  Prinsip universal service atau akses universal dibidang pelayanan komunikasi belum dapat diselenggarakan dengan baik sehingga peranan telekomunikasi untuk mendukung pembangunan yang lebih merata di seluruh Indonesia belum tercapai.

C. Perkembangan pelayanan internet melalui ISP belum berkembang secara merata dan kompetitif di daerah–daerah yang sebagian besar disebabkan oleh perkembangan  dan kondisi infrastruktur  dasar/jaringan  yang rendah. Peluang masyarakat untuk mengakses internet masih terbatas di kota-kota besar yang meningkat cukup signifikan antara lain melalui layanan WARNET. 

D.  Perkembangan pengguna internet belum meningkat dengan cepat sebagai sarana   untuk mendukung kegiatan dunia business dan  sebagai sarana untuk mewujudkan  masyarakat informasi dan masyarakat yang berbasiskan ilmu pengetahuan.

E. Tertundanya pembuatan UU Penyiaran sebagai pengganti UU Penyiaran No 24 Tahun 1997  yang tidak diberlakukan, dan adanya Peraturan Pemerintah  No 25 Tahun 2000 yang memberi kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk memberi izin frekuensi, dalam hal-hal tertentu telah menimbulkan kekosongan regulasi dibidang penyiaran dan  terjadinya pemberian perizinan yang tidak terarah dan rancu  dalam memanfaatkan frekuensi untuk penyiaran radio dan TV yang merupakan ranah publik. 
F. Tidak adanya ketentuan / regulasi dalam undang-undang yang membatasi pemilikan silang dan  penyelenggaraan bersama ( joint–provision) antara:

1. Jasa pelayanan  telekomunikasi tetap dan jasa pelayanan telekomunikasi mobil. 

2. Jasa pelayanan telekomunikasi dengan Jasa Penyiaran TV Konvensional (penyiaran TV Terbuka / Terrestrial / Free-to-air)    

3. Jasa Pelayanan telekomunikasi dengan Jasa Penyiaran TV Kabel.

4. Jasa Penyiaran TV kabel dengan Jasa Penyiaran TV Konvensional (penyiaran TV Terbuka / Terestrial / Fre-To-Air) .

5.  Para Penyelenggara Jasa  Penyiaran TV Konvensional

6.  Jasa pelayanan penyiaran TV kabel dan TV Satelit 

Hal-hal tersebut mendorong kecenderungan adanya posisi monopoli di bidang jasa pelayanan telematika khususnya dibidang telekomunikasi dan TV Kabel serta TV satelit. Posisi monopoli   perusahaan tertentu  dan kelompok tertentu yang menonjol di bidang jasa penyiaran TV Kabel  dan di bidang  jasa penyelengaraan TV Konvensional tidak kondusif untuk memperoleh sistem penyiaran yang sehat. Dengan demikian lembaga penyiaran publik yang mampu bertahan dan berkembang (sustainable dalam operasi dan mampu mengadakan investasi) mutlak diperlukan.

G.  Minat masyarakat untuk berinvestasi di bidang penyiaran radio dan TV masih tinggi dan terdapat kecenderungan pendapat bahwa frekuensi yang tersedia  dapat dan perlu digunakan sampai habis, dengan mengabaikan dukungan pasar yang tersedia (dana iklan) dan mengabaikan pentingnya pemanfaatan frekuensi sebagai ranah publik yang dapat memberi kesejahteraan lahir dan bathin bagi seluruh  masyarakat sebagai suatu bangsa.

Disamping itu, meningkatnya peyelenggara penyiaran TV yaitu beroperasinya penyelenggara  Penyiaran TV Konvensional baru ternyata tidak meningkatkan diversitas acara siaran  dan terdapat kecenderungan dominasi siaran yang dikendalikan pasar (pemasang iklan dan biro iklan)  dengan mayoritas  acara hiburan yang sangat kurang bermuatan pendidikan dan ilmu pengetahuan yang dapat mencerdaskan dan mecerahkan kehidupan masyarakat.

Munculnya penyelengara penyiaran radio  tanpa izin di berbagai daerah di seluruh Indonesia yang meningkatkan interferensi penerimaan oleh masyarakat. Munculnya penyelenggara penyiaran TV didaerah dengan izin yang dikeluarkan pejabat daerah.

J.    Industri perangkat keras pada tahun 2001 berada dalam kondisi yang parah dan lesu karena tidak ada investasi atau proyek-proyek yang berarti. Pada tahun 2001 juga sudah terjadi PHK pada segmen industri ini dengan kemungkinan meluas.

III. Sehubungan dengan berbagai tersebut diatas maka setelah membahas berbagai hal tersebut dalam Rapat Kerja MASTEL ini, menyatakan sebagai berikut:   

A. Pelaksanaan UU Telekomunikasi no. 36/99 dan regulasi pendukungnya.

1. MASTEL mendesak agar Pemerintah secara sungguh-sungguh melaksanakan UU Telekomunikasi no. 36/99 secara konsisten dengan menerapkan prinsip-prinsip transparansi, keadilan dan melibatkan peran serta masyarakat dalam penyusunan kebijakan, regulasi serta dalam pelaksanannya. Pemerintah juga didesak untuk secara sungguh-sungguh berikhtiar menciptakan iklim berusaha yang lebih kondusif demi tumbuhnya industri telematika. Untuk itu perlu:

a) Ditetapkan prosedur dan standar-standar transparansi serta prosedur dan standar-standar pengikutsertaan masyarakat dalam proses-proses yang dijalankan berdasarkan UU 36/99. 

b) Bilamana perlu Pemerintah  mengkaji ulang seluruh peraturan dan ijin-ijin yang telah dikeluarkan (sejak berlakunya UU 36/99) yang tidak melalui proses sesuai dengan UU 36/99; 
c) Segera menetapkan proses pengeluaran/ pemberian lisensi dalam bentuk ketetapan  tentang Tata Cara Penerbitan Lisensi (“Modern Licensing”). Pengaturan yang dibuat diharapkan dapat menumbuhkan perusahaan-perusahaan telekomunikasi
d) Demi tercipta iklim berusaha yang tertib serta kondusif dalam industri telekomunikasi di Indonesia, sesuai dengan amanat UU Telekomunikasi no. 36/99   MASTEL mendukung usaha pemerintah dalam persiapan pembentukan Badan Regulasi Independen di bidang Pos dan Telekomunikasi melalui pembentukan POKJA oleh Menteri Perhubungan. Hendaknya POKJA tersebut segera dapat menghasilkan keluaran yang optimal untuk segera ditindaklanjuti Pemerintah, dengan memanfaatkan hasil kerja Pokja MASTEL tentang Badan Regulator Mandiri yang telah disampaikan kepada Pemerintah. MASTEL menghargai pandangan Komisi IV DPR-RI yang dalam Rapat Kerjanya dengan pemerintah, c.q. Dirjen Postel tentang kenaikan tarif dasar telepon domestik, telah “mensyaratkan” pembentukan Lembaga Regulasi Mandiri.  

2. Dana investasi yang diperlukan untuk pembangunan infrastruktur telekomunikasi di tahun 2002 dan seterusnya sangat besar, antara lain untuk membangun infrastruktur layanan tetap maupun seluler yang diproyeksikan akan mencapai angka 25,8 juta pelanggan untuk seluler dan 12,3 juta pelanggan untuk layanan tetap pada tahun 2010.  

Karena itu MASTEL berpendapat bahwa kebijakan tarif di tahun 2002 dan seterusnya memegang peran yang strategis dalam rangka mengembangkan sistem telekomunikasi nasional, sehingga patut senantiasa disosialisasikan kepada masyarakat banyak, sehingga pada dapat terwujud kondisi tarif-tarif yang ditentukan oleh pasar (“market based rates”) yang tetap memperhatikan kelompok-kelompok masyarakat yang relatif tidak mampu, keperluan jasa sosial tertentu serta ramah internet (“internet friendly”) demi dapat mengurangi kesenjangan digital.

3. Kemajuan teknologi telematika hendaknya tidak dipandang sebagai ancaman, melainkan diusahakan untuk dapat lebih cepat, lebih murah, tetapi dengan kualitas yang mencukupi melayani masyarakat yang memerlukannya, sekaligus memberikan peluang usaha kepada kalangan pelaku bisnis telematika seluas mungkin.

Khususnya dalam hubungan kontroversi yang sedang terjadi dalam penyelenggaraan jasa Internet Telefoni untuk Keperluan Publik (disingkat jasa ITKP), MASTEL mendesak Pemerintah untuk mempertimbangkan solusi secara garis besar sebagai berikut:

a) Untuk sementara waktu, tidak melebihi 2 tahun (transisi), jumlah pemberi jasa ITKP dengan one-step-dialing dibatasi kepada perusahaan-perusahaan (5 buah) yang terlibat dalam apa yang disebut oleh pemerintah “Pilot Project”\ ITKP”.

b) Pengamatan dilakukan secara terus-mereus untuk dapat memberikan penilaian menjelang akhir masa transisi, menuju kepada perizinan yang lebih luas.

c) Dalam masa transisi diatas para pelaku ISP yang sudah berlisensi dan sudah beroperasi dewasa ini dibenarkan untuk melakukan ITKP dalam moda “two-step-dialing”, dengan pengertian adanya perjanjian dan beaya yang non-diskriminitatif  dalam perolehan paket/ akses wholesale dari perusahaan penyelenggara jasa teleponi dasar/ PSTN, dibawah pengawasan ketat dari regulator.
d)  Khusus dalam perencanaan tariff dimulai dengan mengkaji  

     perhitungan-perhitungan murni tanpa memasukan unsure kebijakan 

     terlebih dahulu, agar diperoleh dasar-dasar ilmiah dalam  

     pembuatan kebijakan nantinya.
Dengan demikian pemerintah   bertindak mengayomi dan membantu tumbuhnya perusahaan-perusahaan yang ingin berkecimpung dalam industri telematika secara adil . 

B. UU Penyiaran dan UU Teknologi Informasi 

1. RUU Penyiaran

MASTEL menyadari bahwa saat ini terdapat kevakuman pengaturan dibidang penyiaran. Oleh karenanya:

a) 
MASTEL mendesak agar pembahasan RUU tentang Penyiaran dapat diselesaikan pada tahun 2002. Namun demikian naskah RUU Penyiaran yang ada, maupun DIM yang disusun pemerintah semasa kabinet pimpinan Aburrahman Wahid, masih terdapat berbagai hal yang belum mengena sasarannya. 

Dengan berpindahnya penanganan masalah penyiaran ke Menneg Kominfo dari Departemen Perhubungan (sesuai Keppres no. 101 dan 102 tahun 2001) maka ada kesempatan bagi Pemerintah untuk memperbaiki DIM Pemerintah sebelum dilakukan pembahasan tahap ke-3 di Pansus RUU Penyiaran  DPR-RI.

b) Dalam penyelesaian RUU tentang penyiaran ini, agar faktor-faktor  sebagaimana dikemukakan pada bab II pernyataan MASTEL ini mendapat perhatian serious dari semua stakeholders, serta masukan-masukan dari MASTEL yang telah disampaikan secara resmi kepada pemerintah memperoleh respons positif dari fihak pemerintah dan (Pansus) DPR-RI yang ditugaskan menanganinya sampai tuntas.

2. RUU yang berkaitan dengan Teknologi Informasi

Adanya 2 naskah RUU yaitu tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi yang dinyatakan merupakan UU payung serta naskah RUU tentang Tanda Tangan Elektronis dan Transaksi Digital yang dinayatakn sebagai RUU spesifik perlu segera pola penyelesaian yang kordinatif dan integratif dalam langkah penyelesaian lebih lanjut.  

MASTEL berpendapat dan mendesak fihak-fihak yang terkait:

a) Agar pembahasan dan pengesahan rancangan undang-undang yang disebut di atas ini masuk dalam agenda hukum nasional yang dilaksanakan dalam tahun 2002. Agar sebelum diajukan kepada DPR-RI diadakan kordinasi, harmonisasi  antara kedua naskah yang dilakukan dalam satu tangan/ tim bersama, begitu pula pembahasannya di DPR-RI

b) Bahwa substansi perundangan yang menyangkut  teknologi informasi ini memiliki nilai yang dapat diaplikasikan dan disesuaikan dengan perkembangan teknologi (“market friendly”), serta berhasil menciptakan kepastian hukum bagi semua fihak yang berkepentingan.

C. 
Koordinasi dan penataan hubungan antara pusat dan daerah dalam pelaksanaan OTDA  

Adanya OTDA bagi Kotamadya dan Kabupaten diharapkan melancarkan beroperasinya serta berkembangnya jasa-jasa telematika, termasuk penyiaran radio dan televisi yang dapat merupakan daya tarik bagi investasi untuk mengalir kedaerah tersebut. Namun karena adanya berbagai Perda yang sangat membebani penyelenggara-penyelenggara telematika, sebaliknya dapat terjadi. Beberapa Perda lain menyalahi hukum perundangan-undangan nasional.

Karena itu MASTEL mendesak agar pemerintah daerah otonom bertindak bijaksana dan tetap berada dalam jalur hukum yang berlaku dalam penanganan telematika di daerah.

D. Mendesak pemerintah agar menyusun program-program yang dapat segera merevitalisasi industri perangkat keras telematika dan memfasilitasi upaya-upaya peningkatan industri dan kemampuannya, sehingga dalam jangka pendek minimal PHK yang meluas dapat dicegah, untuk kemudian secara bertahap dapat bertumbuh lagi dimasa yang akan datang. Demikian pula Pemerintah perlu lebih meningkatkan perhatian dan dukungan fasilitas bagi industri perangkat lunak agar pertumbuhannya lebih meningkat lagi dan dapat menjadi salah satu industri unggulan di masa yang akan datang. 

E. Sumber Daya Manusia bidang Telematika

     MASTEL mendesak Pemerintah untuk dapat mendorong perkembangan SDM telematika melalui program insentif yang diberikan dalam bentuk keringanan pajak dalam pemberian perangkat keras dan perangkat lunak bagi institusi pendidikan dan penelitian.

F. Pelayanan kepada Masyarakat

      Dalam era kompetisi jasa telematika yang telah/segera akan kita masuki hendaknya pelayanan kepada mayarakat tetap menjadi kepedulian utama dari pelaku-pelaku telematika dengan menjunjung tinggi itikad dan peraturan perundangan persaingan yang berlaku.

G. Konvergensi Regulasi
Mempertimbangkan terjadinya konvergensi teknologi dalam bidang telematika serta semakin besarnya kemungkinan ada kepemilikan silang dalam industri telematika sehingga dapat mempengaruhi iklim berusaha di bidang ini, MASTEL meminta semua pihak untuk mulai berpikir tentang adanya regulasi tunggal yang akan mengatur semua aspek-aspek yang berhubungan dengan telematika sebagai satu kesatuan.
 

Mastel melalui seluruh pengurus dan anggotanya diharapkan dapat menjalankan program-programnya dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh pernyataan sikap ini.
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